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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Pubilik;

5. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

1. Memahami mekanisme dan tata cara melakukan uji konsekuensi informasi publik
2. Kompeten untuk melaksanakanuji konsekuensi informasi publik

Keterkaitan SOP

Peralatan dan periengkapan

1. S8OP Penyusunan Daftar Informasi Publik

. Komputer

. Internet

. Desk (meja) Layanan Informasi

. Printer

. Internet

. Daftar informasi publik

. Daftar Informasi yang dikecualikan

. Matriks uji konsekuensi

. Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan

OO HWN =

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka
kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh
instansi

1. Dokumen Kegiatan
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SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA PENDUKUNG
NO. KEGIATAN PPID PPID TIM KETERANGAN
PELAKSANA | DAERAH | PERTIMBANGAN | KELENGKAPAN WAKIY STRUT
1. Surat permohonan
informasi 1. Berkas
PPID Pelaksana melakukan kajian atas 2. Berkas/dokumen permohonan
informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon kelengkapan Bt hartidan fam informasi

1 informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi . permohonar sengketa keria J 2. Hasil kajian/
Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut informasi ! usuian daftar
kepada PPID Daerah 3. Regulasi informasi yang

keterbukaan informasi dikecualikan
publik
1. Hasil kajian/ usulan
Melakukan inventarisasi hasil kajian informasi/dokumen gif;arulnlgzrmaSI yang 1. Nots Diras
dan tidak termasuk dalam DIP kemudian melakukan 2' Dc a har:( Pada hadidan] 5 Bert !

2 |kajian informasi/dokumen tersebut bersama- sama - vasar ru “mf , ka sa hartoanam e %" 4 japa;ra ,
PPID Pelaksana dengan menyampaikan hasil kajian ;;ﬁgﬁ:cua iah inrormast{Keha g'j;'ikkas' RLEALL
kepada tim pertimbangan 3. Matriks uj

konsekuensi
Memberikan pertimbangan terhadap . .

3 informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Berita acara klasifikasi |Pada hari dan jam It-iez:?:npe;'rt:frg ?;ggi.e\n
Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan - informasi publik kerja a dgike ualikan
umum kepada PPID Daerah yang &

1. Berita acara
Menetapkan kiasifikasi informasi yang ﬁ?;;&k::ilpublik
dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk ; S

A informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tzén';l::“ %?gmgz?g:: Pada hari dan jam EZL?%f:gfgﬁfr?\asi
tersebut kedalam DIP apabila informasi tersebut dikecugalikan yang kerja ey cikecuaiikan
termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan 3. Perbal k ) " yang
dari tim pertimbangan k' 6rhal kepiiusan

lasifikasi informasi
yang dikecualikan
PPID Pelaksana menerima hasil penetapan klasifikasi Surat keputusan

5 informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/ klasifikasi Pada hari dan jam | Tanda terima dan
dasar hukum dalam menerima atau menolak informasi yang kerja Arsip
permchonan informasi publik - dikecualikan




